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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil 
terhadap penyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Surakarta, yakni Pengadilan Negeri Surakarta 
dengan menggunakan metode data primer dan sekunder. Data primer di peroleh 
secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan 
pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder 
dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku 
literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. 
Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan di analisa 
secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif, Dalam ketentuan 
Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pecandu 
dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Namun pada 
putusan perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebagaian besar Terdakwa 
dijatuhi hukuman kurungan penjara. Permasalahan pada skripsi ini  yaitu 
bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dan mengapa putusan hakim tersebut tidak 
memberikan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa, Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam wawancara yang 
dilakukan oleh penulis. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis 
meliputi keluarga terdakwa tidak memenuhi syarat diantaranya surat keterangan 
dari rumah sakit ketergantungan obat, ahli yang menyatakan bahwa terdakwa 
mengalami ketergantungan, dan upaya dari keluarga untuk mengajukan 
rehabilitasi, sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa. 
 




This study aims to determine the application of the Material Criminal Law against 
abuse of narcotics and how to know the consideration of judges in imposing 
criminal sanctions against the perpetrators of the abuse of narcotics. This research 
was conducted in the Surakarta State Court using primary and secondary data. 
The primary data obtained directly or by question and answer techniques 
(interviews) with the related parties. The technique of secondary data collection is 
done by reading a document or regulation and literature books that related to the 
material that will be presented in the thesis. After all the data have collected, then 
2 
 
the data is processed and analyzed qualitatively then the data will be served 
descriptively, In article 54 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, that addicts 
and victims of the drug abusers should be at rehabilitation place. But in the 
Surakarta State Court, a large part of the defendant immediately sent to 
imprisonment. The problems in this thesis is how the consideration of judges in 
criminal abuse of narcotics and why the judge's decision does not provide 
rehabilitation for the accused ones, Based on the results of research and discussion 
that as a basic of consideration of the judge in the interview that had done by the 
writer. The judges consider the juridical include the defendant's family does not 
qualify such a statement like a hospital for drug addiction, an experts that give a 
statement that the defendant suffered dependence, and the efforts of families to 
apply for rehabilitation, while consideration of non juridical  are something that 
burdensome and relieve the defendant. 




"Sarondansaron (1993) mendefinisikan penyalahgunaan zat sebgai 
penggunaan bahan kimia, legal atau illegal, yang menyebabkan kerusakan fisik, 
mental dan social seseorang  Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan 
kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan 
kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilang nya generasi sehingga 
kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat 
mengancam bangsa Indonesia. 
Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang 
mengkhawatirkan dari tahun ketahun, mulai dari yang kecil hingga yang besar 
seperti anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai dan penjabat 
pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya 
korban penyalahgunaan narkoba. Untuk mengantisipasi semakin luasnya 
penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang 
Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah 
memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum 
undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuaan pengguna, 
pengedar, bandar, maupun produsen narkotia. Pengguna atau pecadu terdapat dua 
sisi yang lain, pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku 
tindak pidana, namun di satu sisi lain merupakan korban dari tindak pidana 
narkotika “penyalahgunaan narkotika dapat didentifikasikan korban narkotika 
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merupakan “self victimizing victims” yaitu mereka yang menjadi korban karena 
kejahatan yang dilakukan sendiri."  
Dalam undang undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 didalam Pasal 54 
“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunan narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan sosial”. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat diperjelas 
bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. penegakan hukum 
di Indonesia dalam menetapkan terdakwa belum memberikan keadilan dalam 
kasus penyalahgunaan narkotika, para pengguna narkotika yang terjerat kasus 
penyalahgunaan narkotika dari proses penyidikan, tuntutan hingga proses putusan 
pengadilan masih banyak terdakwa penyalahgunaan narkotika dihukum pidana 
penjara dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1). Seharusnya hakim wajib 
memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang 
Tahun 2009 Tentang Narkotika peraturan tersebut mengesahkan dan mengikat 
setiap lembaga untuk mematuhi amanat undang-undang untuk merehabilitasi 
warga Negara pecandu atau penyalahgunaan Narkotika. 
Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 
Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi hukuman terhadap 
pelaku penyalahgunaan narkotika. Kedua, Apakah pengenaan sanksi pidana 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah sesuai dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
apakah pengenaan sanksi pidan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan untuk 
memahami juga dari putusan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam memberi hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. (2) Untuk 
mengetahui pengenaan sanksi pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Manfaat 
penulis melakukan penelitian ini meliputi: (1) Mengembangkan pengetahuan 
dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan 
ilmu hukum pidana dan khususnya perkara penyalahgunaan narotika. (2) 
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Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. 
 
2. METODE 
Metode Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data 
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan 
analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang 
diperoleh dari penelitian dan dihubungan dengan studi kepustakaan yang berupa 
dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas 
permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hukaman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. 
 Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-
pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan 
diperiksa dipersidangan. “Sistem yaang dianut di Indonesia, pemeriksaan di 
sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan 
memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat 
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. 
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil, Hakimlah yang 
bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.” Dalam menyelenggarakan 
peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai 
pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim 
harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri dalam 
“Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang 
dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan 
kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya 
kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud 
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menemukan kebenaran materiil, Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala 
yang diputuskannya”   
Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara 
majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian 
menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan 
oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU 
No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala 
putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 
memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau 
sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.  
Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan semua  perkara 
yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk 
menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam 
rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara factor-faktor dasar 
pertimbangan hakim “menurut hakim edi budiarto,” Suatu proses peradilan 
diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat 
penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan 
didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada 
tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan 
dalam pertimbangan dilihat dari Pasal-Pasal yang dikenakan oleh Jaksa dalam 
tuntutannya dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Dilihat juga dalam ancaman hukumannya dan 
kasuistisnya.”  Didalam hal ini juga dalam menjatuhkan pidana, hakim harus 
berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi 
dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 
KUHAP Ayat 1 ” Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi, b. Keterangan 
Ahli, c. Surat, d.Petunjuk, e. Keterangan Terdawa”. Tahapan berikutnya hakim 
yang pernah memutus perkara narkotika tersebut serta melihat dari  putusan yang 
telah di putus oleh hakim pengadilan negeri surakarta bahwa hakim dalam  
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menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkotika bersumber dari 
yurisprudensi. 
3.2 Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika Telah Sesuai Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi 
Penyalahgunaan Narkotika Undang-Undang Narkotika Indonesia secara 
substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran Undang-Undang 
Narkotika. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan 
menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh 
terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif. Dikaji dari optik hukum pidana materil 
maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  mempunyai 
beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana  
 Dalam penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku narkotika di Pengadilan 
Surakarta, “Bahwa Proses diawali dengan surat dakwaan Penuntut Umum 
(biasanya pasal-pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 
114 ayat (1) atau kedua Pasal 112 ayat (1) atau ketiga Pasal 127 ayat (1),(2), dan 
(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 kemudian fakta hukum yang 
ditemukan akan menentukan posisi terdakwa apakah masuk dalam salah satu 
pasal yang sesuai. Hakim akan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang 
terbukti berdasarkan fakta hukum dan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut 
hukum.  
“Dalam UU Narkotika dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:  
Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem 
perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit 
telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut. 
Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan 
yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum 
(rechts-zekerheids) dan nuansa keadilan.  
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Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian 
hukum (rechts-zekerheids) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam 
kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.  
Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai ius 
constituendum dikemudian hari hendaknya pembentuk Undang-Undang lebih 
baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau 
campuran.”  
       Kemudian pendapat kedua hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang 
dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan UU berdasarkan asas 




       Pertama, Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus penyalahgunaan 
narkotika awalnya memisahkan kasus terdakwa sebagai pengedar atau pengguna 
karena perbedaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini berbeda degan 
undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sebelumnya. Setelah itu, hakim 
menganalisa pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan 
keterangan saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang 
akan dijatuhkan. Jadi, cara Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta sudah sangat adil dan sesuai 
dengan Undang-Undang.  
       Kedua, Analisa Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana terhadap tindak 
Pidana narkotika hakim mengkaji dari optik hukum pidana materil dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  yang mempunyai beberapa 
sistem jenis perumusan sanksi pidana dan beberapa sistem perumusan lamanya 
saksi pidana (strafmaat) Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana 
maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort)  yang 
disesuaikan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Keterangan 






Pertama, Diperukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika terutama yang mengatur dalam hal sanksi pidana agar 
dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempertimbangkan unsur-unsur di luar 
ketentuan yang diautur dalam undang-undang tersebut seperti: umur, jenis 
kelamin, serta latar belakangnya sebagai punggung keluarga atau sedang dalam 
proses penndidikan atau masih sekolah. 
Kedua, Diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangan 
aspek rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika yang telah di undangan Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 
Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi. (bukan 
pengedar) agar penyalagunaan narkotika tersebut setelah direhabilitasi akan dapat 
kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak 
mengulangi perbuatannya.   
Ketiga, Diharapkan keada hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya 
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